
Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Bank, Sewa Guna Usaha dengan 
Hak Opsi, Badan usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
No. SK :

Persyaratan

1. Laporan keuangan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri dari laporan posisi 

keuangan dan laporan laba rugi sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang dilaporkan 

bagi Wajib Pajak Bank;

2. Laporan keuangan yang disampaikan setiap 3 (tiga) bulan kepada bursa dan/ atau Otoritas Jasa 

Keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sejak awal Tahun Pajak 

sampai dengan periode yang dilaporkan bagi Wajib Pajak Lainnya dan Wajib Pajak Masuk Bursa selain 

Wajib Pajak Bank; atau

3. Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) Tahun Pajak yang bersangkutan yang telah disahkan 

Rapat Umum Pemegang Saham bagi Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Bank, Sewa Guna Usaha 

dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah kepada Kepala KPP 

tempat Wajib

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Surat permohonan dan dokumen yang dilampirkan dari Wajib Pajak 

diterima secara lengkap. 

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan
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Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir

Jl. MT. Haryono No.17, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda 75124 05417779429 

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Samarinda Ilir

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 09 Jan 2025 pukul 19:38. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

http://pajak.go.id
https://sippn.menpan.go.id
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8164042/kantor-wilayah-direktorat-jenderal-pajak-kalimantan-timur-dan-utara/angsuran-pph-pasal-25-wajib-pajak-bank-sewa-guna-usaha-dengan-hak-opsi--badan-usaha-milik-negara-dan-badan-usaha-milik-daerah


1. Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Surat Pemberitahuan Besarnya Angsuran PPh pasal 25

Pengaduan Layanan

Segala jenis  pengaduan   layanan   dapat  disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1.Telepon:  (021)  134 1500200

2. Faksimile:  (021)  5251245

3. Email:  

    pengaduan.itjen

    Kemenkeu.go.id

    pengaduan@pajak. go. id

4. Twitter:  @kring_pajak

5. Website:  

    www.lapor.go.id

    www.wise.kemenkeu.go.id

    www.pengaduan.paiak.go.id

6. Chat pajak:  www.pajak.go.id

7. Surat     atau    datang   langsung     ke     Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau

unit kerja lainnya.
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